A. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi NTT Tahun 2017
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT ditata berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperbaharui dengan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016. Organisasi ini terdiri atas
1 (satu) Jabatan Kepala Satuan; 1 (satu) Jabatan Sekretaris, 4 (empat)
Jabatan Kepala Bidang, 3 (tiga) Jabatan Kepala Sub Bagian dan 8 (delapan)
Kepala Seksi.

Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT,
adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok :

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban
umum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada Daerah.

b. Fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang satuan polisi pamong praja;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang satuan polisi pamong praja;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang satuan polisi
pamong praja;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang satuan polisi pamong praja;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

f. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan PERDA dan
PERGUB, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (LINMAS);



g. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur;

h. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah;

i. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

j. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Gubernur,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan/ atau
Aparatur lainnya;

k. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Gubernur,
dan Pelaksanaan tugas lainnya.

Untuk merealisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi NTT memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja

yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan (KASAT) Polisi Pamong Praja Provinsi NTT
dengan tugas :

e Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong
Praja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi dan kebijakan Kepala Daerah serta
masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan kinerja tahunan;

e Menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan menetapkan Perjanjian
Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Rencana
Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama untuk
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembinaan dan
petunjuk teknis Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi
kesekretariatan, ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan
peraturan daerah dan peraturan  Gubernur, sumber daya
aparatur, dan perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan

yang berlaku untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas;



Menyelenggarakan  bimbingan kepada masyarakat melalui
sosialisasi, ceramah, media cetak dan elektronik, bimbingan
teknis agar meningkatnya pemahaman yang baik terhadap
penegakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
Mengkoordinir  perencanaan penyediaan sarana  prasarana
penunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja

sehingga bawahan dapat bekerja dengan optimal

Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengamanan
rumah Dinas, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja,
tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting Gubernur dan
Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar tercipta suasana nyaman dan aman;
Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengawalan
terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur serta tamu VVIP
termasuk pejabat negara dan tamu negara berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercipta suasana
yang kondusif bagi Pimpinan dalam melaksanakan tugas;
Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan penjagaan gedung dan
aset penting milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku
untuk menghindari penyalahgunaan aset;

Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengamanan
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta patroli di
lapangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
agar tercipta suasana yang kondusif di tengah masyarakat;
Melakukan penegakkan atas pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi
dan Peraturan Gubernur sesuai peraturan yang berlaku untuk
penegakan hukum di daerah;

Mengkoordinir pengkajian permasalahan, melakukan penyidikan

dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi



dan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku agar
terwujudnya penegakan hukum;

Mengkoordinasikan  pelaksanaan tugas PNS yang meliputi
penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-
undangan Daerah lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur

yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Mengkoordinasikan  penyelenggaraan pembinaan ketentraman
dan ketertiban umum pada Pemerintah Provinsisehingga tercipta
suasana yang aman dan tertib;

Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat berdasarkan
ketentuan yang berlaku;

Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan
serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum
daerah;

Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilu
dan pemilukada;

Mengkoordinir penanggulangan bencana provinsi;

Mengkoordinir penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;
Melakukan pembinaan kepada bawahan melalui menasehati,
memberikan bimbingan dan pelatihan teknis lainnya untuk
meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier serta
menjadi teladan dan motivator bagi masyarakat;

Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan Budaya
Kerja,Pengendalian Internal, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja
Keuangan, LKIP Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan
dan prosedur vyang berlaku untuk digunakan sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja ;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
kerja untuk mengetahui permasalahan yang ada serta

menyusun alternatif pemecahan masalah;



Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya

PNS yang handal, profesional dan bermoral;

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, penyidikan,
pembinaan pelaksanaan peraturan perundangan daerah dengan
instansi/lembaga terkait agar tercipta kerjasama yang baik;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik
diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan
keputusan untuk penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban
masyarakat;

Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas bulanan dan tahunan
serta laporan tugas pokok lainnya berdasarkan sumber data
dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai
bahan masukan atasan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris

Merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan

mengevaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan dengan:

Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat
berdasarkan rencana kerja dan hasil evaluasi tahun sebelumnya
serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi Program Data
dan Evaluasi, Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kepegawaian dan

Umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;



Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan
laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku  untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban

pelaksanaan kinerja;

Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Dinas
berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di
lingkungan Dinas

Perdagangan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat,
diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui
permasalahan dan mencari solusinya;

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban
dan masukan bagi atasan;

Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam
pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama
yang baik;

Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin
sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang
handal, profesional, beretika dan bermoral;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA)

Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Sumber Daya
Aparatur berdasarkan rencana kerja dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja
bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

Menyusun rencana dan pelaporan kegiatan sumber daya aparatur;
Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di
bidang sumber daya aparatur;

Mengoreksi dan meneliti rumusan konsep kebijakan dan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sumber daya aparatur
sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan
kualitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja guna
memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Meneliti dan menyempurnakan konsep pedoman dan petunjuk
teknis penyelenggaraan diklat dan bimtek Satuan Polisi Pamong
Praja agar sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dasar, teknik
fungsional dan kesemaptaan serta pembinaan kepada anggota
Satuan Polisi Pamong Praja baik fisik maupun mental untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bawahan dalam
pelaksanaan tugas di lapangan;

Mengoreksi dan meneliti rumusan konsep pelatihan dasar, teknis
fungsional dan kesemaptaan agar sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku;

Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya
ASN yang handal profesional dan bermoral;

Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait
agar terjalin kerjasama yang baik;

Membuat laporan bulanan dan tahunan Bidang Sumber Daya
Aparatur serta laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya
sesuai dengan sumber daya yang ada dan berdasarkan kegiatan
yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan

atasan;



Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat :

Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Ketentraman
dan Ketertiban Umumberdasarkan rencana kerja dan hasil
evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengawasi pelaksanaan
kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
Menyusun rencana dan pelaporan kegiatan ketentraman dan
ketertiban umum masyarakat lintas daerah kabupaten/kota dalam
satu daerah provinsi;

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
ketentraman dan ketertiban umummasyarakat meliputi operasi dan
pengendalian serta hubungan kelembagaan;

Meneliti dan mengoreksi konsep pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban
Umummasyarakat sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku
untuk penegakan ketertiban umum di masyarakat;

Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan
rumah Dinas, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan Kkerja,
tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting Gubernur dan
Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar tercipta situasi dan kondisi yang aman dan nyaman;
Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawalan
terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur serta tamu-tamu VVIP
termasuk pejabat Negara dan tamu negara berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku agar menciptakan rasa

aman dalam melaksanakan tugas;



Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penjagaan
gedung dan asset penting milik Pemerintah Daerah Provinsi
sesuai  ketentuan yang Dberlaku sehingga menghindari
penyalahgunaan;

Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta patroli di
lapangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
agar tercipta suasana yang kondusif ditengah masyarakat;
Memimpin, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
mobilisasi dan pengawasan penerapan peraturan daerah provinsi
dan peraturan gubernur di lapangan sesuai prosedur kerja yang
berlaku agar masyarakat mematuhi dan mentaati ketentuan yang
ada;

Mengevaluasi  pelaksanaan tugas operasi di lapangan
berdasarkan data yang ada untuk mengetahui keberhasilan dan
kegagalan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilu
dan pemilukada;

Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan
serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum
daerah;

Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya
PNS yang handal, profesional dan bermoral;

Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait
agar terjalin kerjasama yang baik;

Membuat laporan bulanan dan tahunan Bidang Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta laporan pelaksanaan  tugas
kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan
berdasarkan kegiatan vyang telah dilakukan agar dipergunakan

sebagai bahan masukan atasan;



e Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

e Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Penegakan
Peraturan Derah dan Peraturan Gubernur berdasarkan rencana
kerja dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang
ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengawasi hasil kerja
bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

e Menyusun rencana dan pelaporan kegiatan penegakan perda
dan peraturan gubernur;

e Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
penegakan perda provinsi dan peraturan gubernur;

e Meneliti dan mengoreksi penyusunan konsep pedoman dan
petunjuk  teknis pelaksanaan penegakkan perda provinsi dan
peraturan gubernur sesuai peraturan dan ketentuan yang
berlaku untuk tegaknya supremasi hukum;

e Mengkoordinir pengumpulan data dan informasi serta analisis
dalam rangka penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan
pelanggaran perda provinsi dan peraturan gubernur;

e Mengkaji permasalahan dan melakukan penyidikan dan
penuntutan terhadap pelanggaran perda provinsi dan peraturan
gubernur yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk
tindakan proses selanjutnya;

e Memberikan pembinaan, pengawasan, dan  penyuluhan
terhadap penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan
gubernur lainnya

untuk meningkatkan pemahaman PNS terhadap supremasi hukum;

e Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyidikan
PNS berdasarkan data yang ada untuk mengetahui
keberhasilan dan kegagalan serta memberikan alternatif
pemecahan masalah;



Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya
PNS yang handal, profesional dan bermoral;

Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait
agar terjalin kerjasama yang baik;

Membuat laporan bulanan dan tahunan Bidang Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta laporan
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber
data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan
agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Linmas :

Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Perlindungan
Masyarakat berdasarkan rencana kerja dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja
bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

Menyusun rencana dan pelaporan kegiatan perlindungan
masyarakat meliputi bina potensi, kewaspadaan dan mobilisasi dan
penanggulangan kebakaran;

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di
bidang perlindungan  masyarakat meliputi  bina  potensi,
kewaspadaan dan mobilisasi dan penanggulangankebakaran;
Meneliti dan mengoreksi konsep pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat sesuai peraturan
dan ketentuan vyang berlaku untuk penegakan ketertiban
umum di masyarakat;

Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana provinsi;

Menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran;



Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bina
potensi, kewaspadaan dan mobilisasi dan penanggulangan
kebakaran;

Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya
PNS yang handal, profesional dan bermoral;

Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait
agar terjalin kerjasama yang baik;

Membuat laporan bulanan dan tahunan Bidang Perlindungan
Masyarakat serta laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya
sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan
kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan
masukan atasan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



